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KEMENDAG. SKA. Barang Asal Indonesia.
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan
mempermudah pelaksanaan penerbitan Surat
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam
rangka ekspor, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pengesahan Protocol to Amend The Framework on
Comprehensive Economic Cooperation and Certain
Agreements Thereunder Between The Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) and The People's
Republic Of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan
Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan
Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok)
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan

Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
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Mengingat

Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive
Economic Partnership Agreement Between The Government
Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
Republic Of Chile), perlu dilakukan penyesuaian sehingga
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24
Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan

Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Protocol on The Legal Framework To
Implement The ASEAN Single Window (Protokol Mengenai
Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single
Window) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 99);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang
Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
Area (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan

Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-
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Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 202);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2018 tentang
Pengesahan Third Protocol to Amend the Agreement on
Trade in Goods Under the Framework Agreement on
Comprehensive Economic Coorperation Among the
Governments of the Member Countries of the Association of
Southeast Asian Nations and the Republic of Korea
(Protokol  Ketiga untuk  Mengubah  Persetujuan
Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja
mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan
Republik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 205);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pengesahan Protocol to Amend the Framework on
Comprehensive Economic Cooperation and Certain
Agreements Thereunder Between the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People’s
Republic of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan
Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan
Persetujuan Tertentu Antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 206);

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic
Partnership Agreement Between The Government Of The
Republic Of Indonesia And The Government Of The
Republic Of Chile) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 30);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
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Menetapkan :

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 ketentuan Pasal 1
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6A sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of
Indonesia) adalah peraturan perundang-undangan
dan ketentuan administratif yang bersifat umum
yang diterapkan untuk menentukan asal barang
Indonesia.

2. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang
selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang
membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah
memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules
of Origin of Indonesiaq).

3. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-
SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA

secara elektronik.
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Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga
atau badan wusaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum, yang
melakukan ekspor.

Barang adalah barang mentah, barang setengah
jadi, atau barang jadi.

Barang asal Indonesia (Indonesia originating goods)
adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang
telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia
(Rules of Origin of Indonesia).

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat
NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan
oleh Lembaga Online Single Submission setelah
Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk
melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang
berdiri sendiri atau dengan jaringan.

Formulir SKA adalah daftar isian yang telah
dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis
peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian
internasional yang telah disepakati, ditetapkan
sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara
tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya
disingkat SKA Elektronik adalah data dari Surat
Keterangan Asal yang penyampaiannya dilakukan
secara elektronik kepada negara tujuan ekspor
sesuai dengan pen anjian atau kesepakatan
internasional.

Qualifying Value Content yang selanjutnya disingkat
QVC adalah kandungan nilai yang memenuhi
kualifikasi atas bahan baku, tenaga kerja, overhead,
dan keuntungan, serta biaya-biaya lain pada barang
yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam presentase.
Regional Value Content yang selanjutnya disingkat

RVC adalah kandungan nilai regional atas bahan

www.peraturan.go.id



2019, No.839

baku, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan,
serta biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan,
yang dinyatakan dalam presentase.

12. Change in Tariff Classification yang selanjutnya
disingkat CTC adalah perubahan klasifikasi pada
proses produksi barang yang menggunakan bahan
baku yang bukan berasal dari negara anggota
perjanjian atau kesepakatan internasional.

13. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat
IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang
ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan
untuk menerbitkan SKA.

14. Pejabat Penerbit SKA adalah pegawai tetap pada
[PSKA yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi
kewenangan  serta  tanggung jawab  untuk
menerbitkan SKA.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

17. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan
Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kementerian Perdagangan.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 8

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi
Eksportir lembaga atau badan usaha dapat diperoleh
dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan
mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli berupa:
a. nomor pokok wajib pajak;
b. NIB;
c. surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari

kementerian teknis/lembaga pemerintah non

kementerian/instansi; dan
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surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau

kantor operasional perusahaan.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11
Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengisi data
melalui e-SKA.
Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan orang
perseorangan, harus dilengkapi dengan hasil
pindai/scan dokumen asli:
a. bukti pembelian Barang yang dimintakan SKA;
b. pernyataan produsen atas Barang yang
dimintakan SKA; atau
c. dokumen lain yang dapat menjelaskan keperluan
ekspor Barang.
IPSKA dapat menerbitkan SKA bagi Eksportir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna
mengekspor Barang untuk keperluan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam
jumlah dan nilai yang wajar.
Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan
lembaga atau badan usaha harus dilengkapi dengan
hasil pindai/ scan dokumen asli:
a. pemberitahuan ekspor barang;
b.  bill of lading, air way bill, atau cargo receipt,
c. invoice; dan
perhitungan struktur biaya (cost structure)
proses produksi pada setiap jenis Barang
ekspor, dalam hal pemenuhan kriteria asal
barang (Origin Criteria) menggunakan metode

nilai tambah berupa: regional value content atau
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(5)

(6)

(7)

(8)

()

qualifying value content, dan/atau perubahan

pos tarif: change in tariff classification.
Dalam hal penerbitan SKA tanpa dilengkapi dengan
dokumen bill of lading atau air way bill sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, Eksportir wajib
mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli bill of
lading atau air way bill melalui e-SKA paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
penerbitan SKA.
Format perhitungan struktur biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Perhitungan struktur biaya (cost structure) proses
produksi pada setiap jenis Barang ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e harus
memperhatikan aspek antara lain:
a. tipe;
b. model,
c. ukuran; dan/atau
d. warna.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan
hanya diperuntukkan dalam rangka penerbitan SKA
dan keperluan penentuan asal Barang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian
data melalui e-SKA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 15
Dalam hal ketentuan dalam perjanjian perdagangan

internasional atau nota kesepahaman yang telah
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berlaku menyatakan pertukaran data SKA dapat
dilakukan  secara elektronik, penerbitan SKA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk SKA Elektronik.

SKA Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat
digunakan oleh Eksportir sebagai dokumen pendukung

ekspor Barang Asal Indonesia.

Ketentuan ayat (6) Pasal 17 diubah dan ditambahkan 2

(dua) ayat baru yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 17
Dalam hal terdapat keraguan terhadap SKA, otoritas
yang berwenang di negara tujuan ekspor dapat
mengajukan  permintaan = verifikasi = mengenai
keabsahan dan  kebenaran data dan/atau
keterangan dalam SKA.
Permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Direktur.
Berdasarkan permintaan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktur meminta kepada
IPSKA untuk melakukan verifikasi terhadap SKA.
Berdasarkan permintaan Direktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), IPSKA dapat meminta
klarifikasi kepada Eksportir mengenai keabsahan
dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam
SKA.
Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
menyampaikan tanggapan atas verifikasi SKA
kepada IPSKA paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal permintaan verifikasi.
Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan
kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan oleh IPSKA kepada otoritas yang

www.peraturan.go.id



2019, No.839

-10-

berwenang sesuai dengan ketentuan dalam
perjanjian perdagangan internasional yang telah
berlaku atau berdasarkan penetapan sepihak dari
suatu negara atau sekelompok negara tujuan
Ekspor.

(7) Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan
kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal dikirimkannya permintaan verifikasi oleh
Direktur.

(8) Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan
kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus

ditembuskan kepada Direktur.

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk
Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157) diubah sehingga menjadi
sebagaimana  tercantum dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan satu pasal

yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Lampiran III angka I huruf B nomor 8 mulai berlaku
pada tanggal 1 Agustus 2019; dan
b. Lampiran III angka I huruf B nomor 10 mulai

berlaku pada tanggal 10 Agustus 2019.
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Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL
INDONESIA

TATA CARA PENGISIAN DATA MELALUI E-SKA
[. SKA PREFERENSI
A. PENJELASAN UMUM

KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)
DALAM HAL SKA PREFERENSI

1. Definisi:

Bahan atau barang onginating merupakan bahan atau barang

yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sesuai

masing-masing perjanjian atau ketentuan internasional yang
disepakati.

a. Bahan atau barang non originating merupakan bahan atau
barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules
of Origin) sesuai masing-masing perjanjian atau
kesepakatan internasional yang disepakati.

b. Penerbitan Inwoice Dari Negara/Pihak Ketiga yang
selanjutnya disebut Third Country Invoicing/Third Party
Invoicing adalah penerbitan invoice oleh perusahaan lain
yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau
bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang
sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.

¢. Back-To-Back Certificate of Origin atau Movement Certificate
adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota
pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh
Negara Anggota pengekspor pertama.

d. Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan adalah
tanggal Bill of Lading untuk moda pengangkutan laut,
tanggal Air Way Bill untuk moda pengangkutan udara, atau
tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda
pengangkutan darat.

e. Harmonized Commodity Description and Coding System
vang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah
standar internasional atas sistem penamaan dan
penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian
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produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh
World Customs Organization (WCO).
Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, barang yang

diekspor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of
Origin).

Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi:
a. kriteria asal barang;

b. kriteria pengiriman langsung; dan

c. ketentuan prosedural.

Dalam hal barang ekspor tidak memenuhi Ketentuan Asal
Barang (Rules of Origin), maka barang ekspor tersebut tidak
dapat dikenakan tarif bea masuk preferensi.

Kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam Poin 2

huruf (a) meliputi:

a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Wholly Produced),
yaitu barang-barang yang dikategorikan sebagai berikut:

1) Tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-
buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur,
dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan
dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota
pengekspor;

2) Binatang hidup, termasuk mamalia, burung/ unggas,
ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus,
lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota
pengekspor;

3) Produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu
Negara Anggota pengekspor;

4) Hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian
dan peternakan, budidaya air, pengumpulan atau
penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota
pengekspor,

5) Mineral dan produk alam lainnya, selain angka i sampai
huruf iv, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan,
dasar laut, atau di bawahnya;

6) Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal
yang terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera
negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari
perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah
perairan teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif -
Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki
hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan
dibawahnya  tersebut sesuai dengan  hukum
internasional;

www.peraturan.go.id



2019, No.839 14

7) Hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya
dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di satu Negara
Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;

8) Produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal
pengolahan hasil laut (factory ship) yang terdaftar di
satu negara anggota dan berbendera Negara Anggota,

hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada angka

vii;

9) Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi
sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan
kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan
hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai
bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;

10) Sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi di
satu Negara Anggota pengekspor atau barang bekas
yang dikumpulkan di satu Negara Anggota pengekspor,
asalkan barang tersebut hanya cocok untuk diambil
bahan mentah; dan

11) Barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota pengekspor dari produk sebagaimana
dimaksud dalam angka i sampai huruf xi;

b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya
menggunakan bahan ornginating dari satu atau lebih
Negara Anggota;

c. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non
originating dengan hasil akhir memiliki:

1) kandungan regional atau bilateral yang mencapai
sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam
persentase; atau

2) kandungan bahan non originating yang tidak melebihi
nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase,

Nilai yang diperhitungkan dalam kandungan regional atau

bilateral (sesuai dengan perjanjian internasionalnya)

sebagaimana dimaksud pada angka (i) adalah:

1. Biaya Bahan Baku berupa nilai Cost, Insurance, and
Freight (CIF) dari bahan, bagian, atau barang
originating, atau yang diproduksi sendiri oleh produsen

dalam proses produksi barang;
2. Nilai bahan, bagian, atau barang non-originating,
adalah:

a) Nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau barang non-

originating pada saat importasi, atau

b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest -3
ascertained price paid) untuk semua bahan yang
tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah
Negara Anggota dimana pengerjaan atau proses

berlangsung;
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3. Biaya Tenaga Kerja Langsung meliputi upah,
remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja
lainnya yang terkait dengan proses produksi;

4. Perhitungan Biaya Overhead Langsung diantaranya

tidak terbatas pada aset tidak bergerak (real property

item) yang terkait dengan proses produksi (asuransi,
sewa dan leasing pabrik, penyusutan nilai bangunan,
perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, dan bunga
hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik
dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (pabrik,
perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam
produksi barang); utilitas (energi, listrik, air dan utilitas
lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses
produksi barang); penelitian, pengembangan,

-rancangan dan rekayasa; cetakan (moulds dan dies),

perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan

perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi

(terkait dengan paten mesin atau proses yang

digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk

memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian

bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di

pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang

dan unsur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan
baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta
pajak dalam rangka impor lainnya;

Keuntungan; dan
6. Biaya lainnya (seperti biaya transportasi barang dari

pabrik ke pelabuhan muat dalam hal dasar perhitungan
kandungan keasalan barang adalah nilai free-on-board
(FOB},

d. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non
originating dan seluruh bahan non originating tersebut
harus mengalami perubahan klasifikasi (Change in Tariff
Classification/CTC) sesuai masing-masing perjanjian atau
kesepakatan internasional.

CTC meliputi:

1. Change in Chapter (CC), yaitu perubahan pada bab (2
(dua) digit pertama pada HS);

2. Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan pada
pos (4 (empat) digit pertama pada HS); atau

3. Change in Tariff Sub-Heading (CTSH), yaitu perubahan
pada subpos (6 (enam) digit pertama pada HS),
dan/atau -4

e. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non
originating dan bahan non originating tersebut mengalami
perubahan melalui proses tertentu (specific process) sesuai
masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional.

o
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6. Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 huruf b meliputi:
a. barang ekspor dikirim langsung dari Negara Anggota yang
menerbitkan SKA ke negara pengimpor; atau
b. barang ekspor dikirim dari Negara Anggota yang
menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau
transhipment) dengan ketentuan:

1) barang ekspor tersebut tidak mengalami proses
pengolahan di negara transit selama melakukan
transit/transhipment, kecuali proses bongkar muat,
penvimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk
menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang;

2) barang ekspor tersebut tidak mengalami proses jual beli
atau kegiatan komersial di negara transit; dan

3) transit/transhipment dilakukan semata-mata karena
pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperiuan
logistik.

7. Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam angka 2
huruf (c) yang berkaitan dengan penerbitan SKA dengan
Formulir SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk, jumlah
lembar dan format tertentu termasuk halaman depan dan
halaman sebalik SKA (overleaf notes);

b. memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang
berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA
negara pengekspor;
ditandatangani oleh eksportir;
diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;

e. dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis
barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu)
jenis barang;

f. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian
pada halaman sebaliknya SKA (overleaf notes);

g. SKA yang tidak diterbitkan pada saat atau segera setelah
Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan dicantumkan
tandaftulisan/cap "ISSUED RETROACTIVELY" atau
"ISSUED RETROSPECTIVELY'; dan

h. SKA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
penerbitan.

P

8. ‘Terhadap SKA yang diterbitkan menggunakan Third Party
Invoice/Third Country Invoice, selain mengikuti ketentuan
prosedural sebagaimana pada angka 6, juga mengikuti
ketentuan sebagai berikut:

a. penggunaan Third Party Invoice/ Third Country Mnvoice
harus dicantumkan dalam SKA;

'
o
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b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus
dicantumkan dalam SKA; dan

c. jika diwajibkan oleh perjanjian atau kesepakatan
internasional terkait, nomor invoice pihak ketiga
dicantumkan dalam SKA.

Dalam hal SKA yang diterbitkan hilang atau rusak sebelum

diserahkan kepada Pejabat kepabeanan untuk penyelesaian

impor, Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA

pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka
7

b. diberi tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY" dalam
kotak yang telah disediakan pada lembar SKA;

c. tanggal penerbitan SKA pengganti harus sesuai dengan
tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak; dan

d. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal penerbitan SKA yang hilang atau
rusak.

Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA atas SKA yang
telah diterbitkan, koreksi dilakukan dengan cara menerbitkan
SKA baru.

Dalam hal perjanjian perdagangan internasional yang bersifat

regional, Instansi Penerbit SKA di negara transit yang

merupakan Negara Anggota dapat menerbitkan SKA Back-to-

Back dengan ketentuan:

a. SKA Back-to-Back dibuat berdasarkan SKA yang diterbitkan
oleh Negara Anggota pengekspor pertama;

b. masa berakhir SKA Back To Back sebagaimana dimaksud
pada huruf a sama dengan masa berakhir SKA yang
diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;

c. barang yang akan diekspor dengan menggunakan SKA
Back-to-Back, tidak melewati proses pengolahan lebih
lanjut di negara pengekspor kedua, kecuali:

1) untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan
logistik seperti pembongkaran, pemuatan kembali,
penyimpanan; dan/atau

2) kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk
menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan
pengangkutan ke negara pengimpor;

d. total jumlah barang vang tercantum pada SKA Back-to-
Back tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum
pada SKA pertama; dan

e. nama eksportir yang tercantum pada SKA Back-to-Back
harus sama dengan nama eksportir yang tercantum pada
SKA pertama.

'
(=4
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12. Akumulasi

a. Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan
sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara
Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk
memperoleh tarif preferensi, harus dianggap sebagai
barang originating negara tempat di mana proses produksi
barang jadi dilakukan.

b. Dalam hal perjanjian ASEAN, dimana nilai RVC bahan
baku kurang dari 40% (empat puluh persen), nilai yang
dapat diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN
sebagai partial cumulation adalah nilai kandungan domestik
negara pengekspor bahan baku yang besarmnya tidak
kurang dari 20% (dua puluh persen).

13. Proses dan pengerjaan minimal (Minimal Operation)

a. Proses atau pengerjaan berikut ini dianggap sebagai
minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam
menentukan perhitungan dan status originating suatu
Barang Negara Anggota. Minimal Proses adalah proses yang
bertujuan untuk:

1) Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk
keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

2) Memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan

3) Keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk
dijual.

b. Suatu barang onginating dari Negara Anggota yang
diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai
originating Negara Anggota pertama apabila pengerjaan
yvang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana
dimaksud pada angka 1.

14. De Minimis

a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang CTC, bahan baku non originating yang nilainya
tidak melebihi suatu nilai tertentu dari nilai barang jadinya
sesuai dengan masing-masing perjanjian dan ketentuan
internasionalnya, tidak wajib mengalami perubahan tarif
klasifikasi.

b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang kandungan nilai regional atau bilateral, nilai bahan
baku non originating sebagaimana dimaksud pada angka (1)
harus tetap diperhitungkan.

15. Perlakuan terhadap kemasan
a. Kemasan untuk penjualan eceran:
1) Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang
kandungan nilai regional atau bilateral, nilai
pengemasan untuk penjualan eceran harus ikut

www.peraturan.go.id



19 2019, No.839

dihitung sebagai komponen nilai barang apabila
pengemasan tersebut dianggap membentuk
keseluruhan barang.

2) Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang
CTC, kemasan untuk penjualan eceran, apabila
diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya,
tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang.

b. Kontainer dan kemasan yang khusus digunakan untuk
tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang.

16. Aksesoris, Spare Part dan Peralatan

a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
CTC atau proses khusus, keasalan dari spare part,
aksesoris, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi
lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak
diperhitungkan dalam menentukan originating suatu
barang apabila:

1) Aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk/manual
atau informasi lainnya tersebut tidak dalam invoice
yang terpisah dengan barangnya, dan

2) Jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan dan
instruksional atau manual informasi lainnya tersebut
wajar.

b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
kandungan nilai regional atau bilateral, nilai dari aksesoris,
spare part, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual
atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai
dengan Kriteria Asal Barang masing-masing.
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B. JENIS, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) PREFERENSI

1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
1.1, Negara Tujuan:

Australia

Belarus

Kanada

Iceland

Jepang

Selandia Baru

Norwegia

Rusia

Switzerland termasuk Liechtenstein

10. Turki

11. Amerika Serikat

12. Uni Eropa (European Union):

Austria, Belgia, Bulgaria, Belanda, Cyprus, Ceko,
Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Italia,
Irlandia, Inggris, Jerman, Luksemburg, Latvia,
Lithuania, Malta, Perancis, Polandia, Portugal,
Rumania, Spanyol, Slovakia, Slovenia, Swedia dan
Yunani.

et Sl el ol o

1.2, Mutu:

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp Mekanis, yang
beratnya tidak kurang dari 25 Gram/m?2.

1.3. Ukuran:
210 x 297 mm

1.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:

a. Hijau muda (lembar asli), untuk Importir

(sebagai dokumen pengapalan /shipping document).

b. Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.
Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara
tujuan ekspor.
e. Putih (lembar kelima), untuk arsip.

S
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1.5. Bentuk
1. Goods consigned fom (Exponters b name, = No
oY) GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
CERTIFICATE OF ORYGIN
(Combined declaration and cectificate)
2 Goods cormigned %0 (Consignes's name. address. country) roRMA
Issued n
(conmy)
Zee notes Dverwat
3. Means of mansport and route (s far as known) A For ool use
S e | 6 Marks and | 7. Number and kind of packages, desonption of goods | & Origin 9. Gross 10, Number
- ey of crtencn —r and date
Der packages (soe Notes o other of invoices
overieal) quantty
11. Certification 12. Declaration by the exporter
1tis heraby cartfied, on the bass of control camed o, The undemsgned hareby declares Tat the sbove Setals
that the by the exp L) and statermwnts are comect. hat all the goods were produced n
..... r— o o
and Tt By With (e origin reguirements specied for
hase goods in e System of Prefecences for
@oods exported o
.................. T
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1.6. Tata Cara Pengisian
NOTES 2013)

Asustralin® Ewopean Umion France Necherlands

Belarus Austra Germany Poland

Camada Belpum Greece Portugal

Tceland Bulgar Famgwy Roenxrs

Japan Croana Ireland Slovaku

New Zealand** Cyperus Iraly Slovemua

Norway Czech Rapublic Latvia Span

Russian Fedesation Detmsark Lathussa Swwden

Swatzerland inchuding [iechterstem®** Estona Luxembourg Umited Kingdom

T Fmland Ml

Uated Seates of Amanca®***
FJM(hmm-ﬁmnthnhmnH‘—hM
aurhorinies in the exporsing or from the customs anthorines of the prference-giving

To qualify for preference, products mnt:
@ fall wathun 3 descriptions of products shgble for prefarence mn the country of destnanon. The descrption
entered oo the fonn wust be mufScently detuled to enable the products 1o be idennfiad by the custone officer

exanurng

) couply with the rule: of ongin of the comntry of desnmaticn.  Each mncle i 3 conugnmmwet not qualify
separately @ 113 own nght. and,

() comply with the consignment condition: specified by the country of destination. In peneral. products onst be

conugned duect fom the coumty of exportation t the country of desunation but moot preference-pving

coustnies acowpt passage drough wiermediate countnies subject 1o cartain conditons.  (For Auswalia, duwect

comsagnment 13 DOt Decessary )

m. Estrie: to be made in Box §

Preference product: st either be wholly obtaned i accordance wath the rules of the country of destination or
Mw-m.mu.—-—«u«-ﬁmm
Produces obtuned for export to all countres Listed in Section I, enter the lenver 7" m Box 8§ (for
Awctraba and Zealand Box § may be loft blank).

)

® thhdaMﬁwnhmmw-hﬂy-&-'
should be 23 follows:
(1) Utited States of A : for ungle v shipeents, enter the letter “Y™ m Box 8, for shupoents Srom

recopuuzed aocianons of counties, enter the letter "Z”, followed by the sum of the cost or value of the
dooestic matenals and the drect cost of procesung. gressed 3: 2 pacentage of the ex-factory poce of
the exported products: (example “Y™ 35% or “Z" 35%).

) Camada for products winch meet crtena from or procesung @ more than one eligible
least developed country. enter letter = Box §; othervase T

(3) lceland the Ewopean Umion, Japan, Norway, inchuding Liechtenstein, and Turkey, enter the
Jetter "W in Box § followed by the Ham d C De

@) Ruwsan Federabon: for products which include value added i the exporting preference-recening

(5) Awstralia and New Zealand completion of Box § 12 not requued. It 1z sufficient that 2 declaration be
propecly made m Box 12
® For Assala, the muus feqursnesy s e e s declamanion cu the sormsl conzmercial mvesce. Form A, scoompanied

nuﬂmm--n—nmuuwu-m
e Official camificancn is Dot reguuired.
oes The Procipality of Lischeensiein fornn, prrwmat 10 the Treaty of 20 Marck 1923, » custons unaon with Seoterisod.
oo The United States dows 20t teguare GSP Fonn A. A declamtion ford all pertnent detatled MOMTATGION (COCMIDE
the prodxction or mumuicare of the merchandive s condared cnly if requented by the datricr collecior of
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Kolom

Substansi yang Dicantumkan
((Box’)

1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.

Nama, alamat lengkap dan negara impotir.

W] N

Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama
perusahaan
angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.

Catatan Pejabat Instansi Penerbit.

Nomor urut Barang.

Tanda dan jumlah kemasan.

o~ O] o &

Jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.

- Produk Wholly Obtained
- Untuk semua negara - Kode “P" (seluruhnya berasal dari
negarz)l pengekspor dan tidak mengandung komponen
impor};
- Produk yang merupakan hasil produksi (Not Wholly Obtained)
- Untuk Amerika Serikat

- Jika memgakan ﬁf‘ngirlman dari hanya satu negara -
Kode “Y" dan diikuti dengan jumlah biaya atau nilai
material domestic dan biaya produksi, dituliskan dalam
persentase ex-factory price Barang ekspor,

- Jika merupakan pengiriman dari asosiasi negara yang
dikenali - Kode “Z" dan diikuti dengan jumlah biaya atau
nilai material domestic dan biaya produksi, dituliskan
dalam persentase ex-factory price Barang ekspor.

- Untuk Kanada

- Jika memenubhi origin criteria proses produksi pada lebih
dari satu negara Least Developed Countries, Kode “G”",

- Jika tidak memenuhi origin criteria proses produksi
paoccila lebih dari satu negara Least Developed Countries,
Kode “F".

- Untuk Iceland, Uni Eropa, Je g, Norway, Switzerland
termasuk Liechtenstein, dan Tur

- :‘(Jode “W" diikuti dengan kode HS Barang ekspor dalam 4

igit.
- Untuk Rusia

- Kode “Y" diikuti dengan besamya prosentase jumlah
nilai material/bahan impor vang berasal dari negara
bukan peserta atau tidak diketahui asalnya,
dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang
diekspor.

— Kode "Pk” jika Barang ekspor diproses di lebih dari satu
negara.

9 - Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.

10 Nomor dan tanggal Invoice

11 - Tempat dan tanggal diterbitkan,
- Tanda tangan Pejabat J:mg berwenang menandatangani, serta
- Stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

12 - Negara asal

- Negara pengimpor

- Tempat, tanggal pengisian, dan
- Tanda tangan eksportir.
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2. GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE CERTIFICATE OF
ORIGIN (GSTP)

2.1.

WENADEWN

[
- O

12,
13,
14,
15.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Negara Tujuan:

Algeria
Argentina

Bangladesh
Benin

Bolivia
Brazil
Cameroon
Chile
Colombia

. Cuba

Democratic
People's
Republic of
Korea
Equador
Egypt
Ghana
Guinea

Mutu:

Guyana
India

Iran

Iraq

Libya
Malaysia
Mexico
Morocco
Mozambique
Myanmar
Nicaragua
Nigeria
Paraguay
Pakistan
Peru
Philipines

32,
33,

35.
36.
37.
38.
39.

41,
42,
43,

Rep. Of Korea
Singapore

Sri lanka
Sudan
Thailand
Trinidad & Tobago
Tunisia
Tanzania
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang

beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

Ukuran:

210x 297 mm

Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:

a. Putih (lembar asli), untuk Importir

. Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.

b
c. Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir
d

. Putih (lembar keempat), untuk Kepabeanan di negara
tujuan ekspor.

Ketentuan Penerbitan
Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk
dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan Bea
Masuk (preferensi) kepada negara negara berkembang
peserta “Global System of Trade Preferences” yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan

sebagai berikut:

2.5.1. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan
menggunakan bahan baku penolong yang diimpor
dari negara-negara bukan peserta “Global System
of Trade Preferences” atau yang tidak diketahui
asalnya, bahan baku/penolong tersebut nilainya
tidak boleh lebih 50% dari nilai FOB produk yang

bersangkutan.
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2.5.2. Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan
menggunakan bahan baku/penolong yang berasal
dari negara-negara peserta “Global System of Trade
Preferences (Cumulative Rules of Ongin)”, nilai
kumulatif bagian dari negara pengekspor dan
bagian yang diimpor dari negara- negara peserta
“Global System of Trade Preferences” tidak boleh
kurang 60% dari nilai FOB produk yang

bersangkutan.
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2.6. Bentuk
1 Goods consegned from (Exponer’s business same, address, Reteence mo"
s GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES
Cartificaso of Origin
(Combuned declartion and centificake)
2 Goods comsignad 1o (C " ddress, country
o (Consigaee’s name, Y) e R
(coamtry)
e sodes overeaf

3 Meama of tzansport and romie (as far as known) 4 Foroffival we

5 Tat | 6 Marksand | 7 Number and kind of packages; descrpton of % Ongin 9. Gross 10 Namber

fem pumbers of poods oriteion {we | weight or and date of

nemba packages notes wiher mvolces
overleaf) quantity

T Dechsumion by the exporter 12 Cemificme

The undersgned hexby declanes that the above detalls and statements are comect, | i i hereby cartified, on the base of contwol

that all goods were prodeced 10 camed out, thal the dedamtion by the
expodor i cornxt

T R e L
asd Bx they comply with e ongn roquirements specified for those goods in he
Gilobal System of Trade Pref for poods exponed to
(mporting counvy)

Place and dage, sipmtune nd stamp of
cemifying authonty

PMace and dwe, signature of asthonsed signatory
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2.7. Tata Cara Pengisian

Kolom

Substansi yang Dicantumkan
(“Box")

1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.

2 Nama, alamat lengkap dan negara impotir.

s

Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama perusahaan
angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.

Catatan Pejabat Instansi Penerbit.

Tarif yang berlaku untuk jenis barang yang diekspor.

Tanda dan jumlah kemasan,

N oy ) e

Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.

8 - Kode "A" jika produk tersebut seluruhnya berasal dari negara pengekspor
(tidak mengandung komponen impor).

- Kode "B" dan diikuti dengan besarnya prosentase jumlah nilai
material /bahan yang berasal dari negara bukan peserta atau tidak diketahui
asalnya, dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang diekspor, jika
produk tersebut tidak seluruhnya berasal dari negara pengekspor

- Kode "C" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai komponen yang
berasal dari negara-negara peserta GSTP (4é6rtistic46e rules of origin)
dibandingkan dengan nilai FOB produksi yang bersangkutan.

- Kode “D" dan diikuti dengan besarnya prosentase nilai impor
material /bahan yang berasal dari negara LDS (Least Developed Countries)

9 Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.

10 Nomor dan tanggal Invoice

11 - Negara asal

- Negara pengimpor

- Tempat, tanggal pengisian dan tanda tangan eksportir.
- Tanda tangan dan stempel perusahaan /eksportir.

12 Tempat dan tanggal, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani serta
stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.
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3. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (Certificate of Origin
“Form D7)
3.1. Negara Tujuan:
Seluruh negara anggota ASEAN

3.2. Ukuran:
Standar ISO A4

3.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Lembar asli (original), untuk Importir (Customs
Authority)
b. Lembar kedua (duplicate), untuk Instansi Penerbit
c. Lembar ketiga (triplicate), untuk Eksportir

www.peraturan.go.id
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3.4. Bentuk

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Goods consigned from (Exponer's buginess mame,
30100058, COuURtry)

Reference %o,
ASEAN TRADE IN COODD AGREEMENT)
ASEAN NDUSTRIAL COOPERATION SCHEME
CENTIFICATE OF OMIGIN

I< C ana C )
2 Coodt CONSONed D (CONSIGNY'S Mame. J00ress, FORM D
courtry) wmase ..
Country)
Dee Overieaf Notes

3 MEGNS OF MANSpON AnG rOe (&% Far 3% wnown)

Departure dote

4 For OmaE e

Preferentiy Treatment Given Under ASEAN
Traoe In Gobos Agreement

2019, No.839

VORSErS namarAreran Ste [] ertecsnts vmammant Gven Unaer ASEAN
1 eretersnsa Traasmant Not Given (Peass
Por of Discharge sidte reason’s)
4 o ignatory of the imparting
Country
5. ftem O Makeand | T Number and type of 8. Ongn creedon | 9. Gross weight | 10 Numoer and
PO NUmDers On of (see Ovenear oF Ommet e of
PR ag=s QOOSS (MChAINg Quatly Notes) quanmty a0 IMvceces
Appropriate ans NS value (FOD)
UmDE Of the Impomeg whers VG 15
country) Ipprea
11 DECRGHON DY e SXpones 12 Cemmeznon
The o deciares Mat the asove ric certified, on the Dasis of control
mmw‘mwnmm:nm camed out, Mat the deciaration Dy the
were produced = exporter s comrest.
(Country)
ana that thay comply with e
tpecified for hese in the ACEAN Trade n
Goods Agreemant for the gQooas exponad
(Imgoriing Counary)

.Hx.emnn_wmnmcwa :
CMINyng Asanoety

”

o Theg County Inoichg o cxnomon

= AcSumaanon © De Miives

o Back-Io-Dack CO oSSR MelCACTsy
© AT CUMRSInn
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3.5. Tata Cara Pengisian
OVERLEAF NOTES

1 mmmmmwvn of preé | under the ASEAN Trace m Goods
Agreement (ATIGA) or the ASEAN (AICO) &
BRUNSI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA
LAO POR MALAYSIA MYANMAR
PHILIPPINES SINGAPORE THALAND
VIETNAM
2 CONDITIONS: The main IS ion 1o he pf 3 under he ATIGA of the AICO Scheme e
uwmnqwaﬂnmmm
(0} ol wthen & descopbon of products sigbie for concessons n the country of destnation,
o comply wth the n wih Arscle 32 (Direct Consignment} of Chapter 2 of the
ATIGA: ana
i) comply with the orgin cntera et out It Chapter 3 of the ATIGA.
3. ORIGIN CRITERIA. Fage«mmummn ardior must in Box & of thes Form,
he origin criberia met. n the mannes shown in the Tollowng abie
Ca of p o Gt 0 the sl Yy Insent in Bax 3
named n Box 11 of thas form
(a) Goods wholly cbtained or produced in the sxporting Memd wor
State satsfying Article 27 (Whailly Obtained) of the ATIGA
(b))  Goods satafying Attcle 28 (Non-wholly cbitaned) of the
ATGA
Fegonal Valus Content Percantage of Regional Value Content.
* exampie “40%"
= Chamge n Tar Classification The actual CTC nde, example CTC™ or
CTH o "CTSH"
*  Specific Processes s
*» Combination Criena actual combnation crasnon,
n.npb'c‘rsn.ss%
) Goods satsfying paragraph 2 of Articie 30 (Parsal Cumudation) | “PC x%". where x would be the
of the ATIGA mdﬂwvuc«und
jess than 40%, exampie PC 28%
4 EACH ARTICLE MUST QUALIFY: lmummummnammmwnm”
nght. This = of parboular relevance whian similar anicies of different S2es O SPAFE DaNs are sent
o, DESCRIFTION OF PRODUCTS: The of 0 enabls M procucts 10 Do
by the C Officers g e, mummmmmmuum
a HARMONISED SYSTEM NUMBER The H. d S shall be thae of In ASEAN Hamonised Taewr
WIM)O*HQ-WWS»
EXPORTER: The term “Txporter” n Box 11 may nchude the t: o the p
FMOFHQAL!.BETMP - ty of the importing M State must mdicate (V) 0 the relevant boxes
ether or not p =
e. MULT#LE ITEMS: For multple items declared in the same Form D. # prefere = not o any of the
fems. this iz 3l50 to Do Ncated 3ccordngly i box 4 and the tem ber crcled or In Dox 3.
1. THIRD COUNTRY INVOICING: In cazes where Mwoioes are Ssudd Dy a tird country, the Thid Counwy Invoiong™ box

Mu.ﬂn(ﬁmmmamwmmmmmumuumnw

1" BACK-TO-EACK CERTIFICATE OF ORIGIN M cases of Back-o-Back CO, in accordance with Ruie 11 (Sack-to-back CO)
of Annex 8 of the ATIGA, the “Back-to-Back CO” bos shosid be ticked (1)

12 mhm.mwmwmnm e Sate for
dunng or after the for nito a Stote, nmmﬂu‘e&dmad zmhe
m'buMbeWh)wbemm ] of he box 2
13. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptonal cases, due to Y erors or or other vala causes. the
mdomﬁmblmum n win paragraph 2 of Ruie 10 of Annex 2 of the
ATIGA, the "ssued Rotroactvely” bor should be ticked (/).
" ACCUMULATION In caset Where goods ongnatng in 3 Mamber Sate e vsed n M. S as ks for
Qoods, 0 With paragy 1 of Articie 30 of the ATIGA, he "Accumudation”™ box should ba Seked (V).
15 PARTIAL CUMULATION (PC) lvhﬂwVMWdhwnmem(‘“;h&“
dOﬂ'a(FumD)mqhswodh P with graph 2 of Aricle 30 of the ATIGA the
“Factal Cumuiation” box showld be Sckad (1)
8 DE MINIMES: ¥ & gooe that does not n tariff M e (10%)

amcmuumwmmaaauntuumum MMMW(\)
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4. ASEAN-REPUBLIC OF KOREA FREE TRADE AREA (Certificate of
Origin “FORM AK")
4.1. Negara Tujuan:
Korea dan seluruh negara ASEAN

4.2, Ukuran:
Standar ISO Size A4

4.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih (lembar asli), untuk Importir

b, Putih (lembar kedua), untuk penerbit
c. Putih (lembar ketiga), untuk eksportir
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4.4. Bentuk
Original{Duplicate/Triplicate)
1. Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country)|  Reference No,
ASEAN-XOREA FREE TRADE AREA
PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN
{Combined Declaration and Cartificate)
2. Goods consigned to (Consignee’s name, aooress, country) FORM AK
Issuedin
(Country)
See Notes Overlenf
3. Mears of trarmport and route (s far &5 kriown) 4, For Offical Use
Preferertial Trastment Grven Under ASEAN-Kores Free Trade
Departure cate Area Preferental Tnff
VESmeS neme | Arcraft etz D Preferertial Trastment Not Given (Plese Siate reasons)
Port of Discharge
Signature of Asthorises Sgnatory of the Importng Country

Sltem |6 Maksand | 7. Number and type of packages, descripion of goods b.awm'igc: o | 10 Number ard
| rumberson|  ( Inchuding quantly whene appropoate and HS number ( 96 Notes vty date of
packages | of the mporting country) overieat | ﬂiﬂ arteren|  okes
L)

11. Declaration by the exporter 12. Certficabon
The undersigned here by deciares that the atove detals and It is here by cartiied, on the basis of control camed out,
statement are cormect; that &l the goods were produced n that the declaration by the exporter is corect,
(Country)

and thet they Comoly Wi the Dgin requirements specifed for
these goods in the ASEAN-Xores Free Trade Area Preferentisl

Tarif for the goods exported to
A :
Place and date, signature and stamp of
Place and date, sigrature of authorised sgnatory cartifying sutharity
1. [[] mwa County imvoiaing [[] exston [] sackto-gack o

www.peraturan.go.id



it

-33-

4.5. Tata Cara Pengisian
OVERLEAF NOTES

Parties which accept this form for the purpose of preferential Wit under the ASEAN-KDREA Free Tiace Agreement (AKFTA):

TELINELDWRUSSALAM CAMEOOIA INDONESIA
RETUBLIC OF KOREA LACS MALAYSIA

MYANMAR FHILIPPINES SNGAPORE
THAILAND VIETNAM

CONDITIONS: o enjoy prefirential tariff urider he AKFTA, good sent to any Perties fisted above:

@ mustfal winin a descriphon of Goods edgibis for CONCesSIons in the countyy of destinasion;

) mustcomply wih the cormgrmant condibons in accordance wih Rude 9 of Annex 3 (Ruses of Origin) of the AKFTA; and
() mustcomplyw the orgn oriens in Annex 3 (Ruies of Ongin) of the AKFTA

ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the ongin critera, the esporter andjor producer must indicate inbox @ of trs Form, the cogin
Criteria med, I the manner Shown i the fofiowing table

Circumstances of production or manufacture in the frst country Insertinbox
raned 0 bo £ of thes frm
(a) Goods wholly cotained or produced in the temsory of the wor
eparting Party
()  Goods saafying Rue 4.1 of Anne 3 (Rubes of Origin) of the T
AKFTA TRCAOW
© Goods satisfying Me Product Speaific Ruies
- (hange in Tanf* Cassficabon -
= \Wrlly Otitsred or Procuced In the termtory of any Party - WO-AK"
«  Fgionsl Vsue Contert = "RYC” that needs to de met for the good to qualfy
 originating; 8.9, * AVC 45%"
- Regona Value Content + Change o Tariff Cassation - Thva combiration rde that reads tobe st for
Qood 1o qualfy as ongnating; 29, CTH + RVC 40%"
- ?mchma - "Spacfic Processes™
@)  Goodssabsfyng Rued Tses”

EACH ARTICLE MUST QUALIFY; It shouid be noted that al e goods in 8 consgnmeant meust quay separatesy in ther own nght This is of
partouar relevanoe when smiar arides of deéforent stzes or spare parts are sent.

DESCRIPTION OFGOOODS : The desaripbion of goods must be sufficiently cetafied to enabie the goods to be identfted by the Customs
Officers examinng them, Any trade mavk shall also be specified,

FREE-ON-BOARD (FOB) VALLIE: The FOR value n Box 9 shal be refiscted only when the Regional Vsue Content critsnon i apphed in
determining the origin of gacds. The CO (Form AK) issued to and from Camboda and Myanmar shall reflect the FOB value, regardiess
of the ongn orkena used, for the nest two (2) years upon the implementabion of this new arTangement.

HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System numter shall be that of the mporting Party.
EXPORTER: The tarm “Exporter” in Dox 11 may incude the marufacturer o the procducer.

FOR OFFICIALUSE: The Oustoms Authonty of the importing Party must indicate (v} in the relevant baxes in column 4 whether o not
preferential tanff 5 accorded,

THIRD COUNTRY INVOICING: In cases whare invoices are issued by a third country, *the Third Country Invaiong” bo shoukd be tickest
() 3nd such Informations 36 name and courttry of the company SSuing the inace Sl be ndcated in box 7,

EXHIBITIONS: In canes where Qoods e sant fram the Semitory of the exportng Perty for extibibion in snother courtry and sold during o
after the exhibition for importation Mo the terrtory of 2 Party, in accordance with Rule 20 of the Operational Certification Procecures,
the “Exhibibions” box should be bioked () ond the neme and address of the exnitstion indhcaterd in box 2.

BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGEN: In cases of Back-to-Back C0, in accortance with Rule 7 ( 2) of the Operatcra Certification
Procedres, the “Baceto-Back 0O bax shouid be tcked (v'),

www.peraturan.go.id
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5. ASEAN-JAPAN FREE TRADE AREA (Certificate of Origin “FORM
AJ)

5.1. Negara Tujuan:
Jepang dan seluruh negara ASEAN

5.2. Ukuran:
Standar ISO Size A4

5.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih (lembar asli), untuk Importir

b. Putih (lembar kedua), untuk penerbit
c. Putih (lembar ketiga), untuk eksportir

5.4. Bentuk
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Original (Duplicate/Triplicate)
Referance No.
THE AGREEMENT ON COMPREMENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN
1 Goods conwgned from (Exporter's name, addiess, courrry) {AICEP AGREEMENT)
CERTIFICATE OF ORIGIN
2. Goods conaigned to (Imporfer' s/Conmignee’s name
sddress. courtry) FORM AL
suedin___
(Courtry)
See Notes Overleal
3. Means of transpolt und route (as Tar as known) 4 For Official Use
D Praferontial Treatmart Given Under AJCES
Shepmant date Agreament
Vessel's name/Arcrat elc I:] Preferentiol Treatmect Not Given (Please
siste reason/)
Poret of discharge
Sigrature of Authoneed Signatory of the importing
Country
5 fem & Marks snd 7 Number and type of B Origncriteria | 9 Gross 10. Number and
rumber numbans of packages, description of {see Notes weight date of
Packages goods (inciuding q ¥ rieaf) or other quantity Imvoices
wherte spproprisle and HS ard vadue (FOB
number of the iImparting only when RVC
Party) crterion s used)
11 Declarstion by the exporter 12 Cedtification
The signed hereby declares that the above It is heraby centfied, on the bass of control
detalls and statements are comect, that all the poods camed out, that the declaratan by the
wers produced n exporier & correct
{Courtry)
ond (hat they comply with the equirements
specified for these goods in the AJCER Agresment
for the goods exporied to
(importing Coursry)
Pace and date. name, sgnaturs and comparny of Flace and cate, aignature and stamp of
autherised signatory centifying authorty
13

5.5. Tata Cara Pengisian
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OVERLEAF NOTES
1 YthMmmmmn of prefererdial taeiff under the A on Tompratveinive
P among Snates of e A of Scanix Asian -MMWW
BRUNE| DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA LAOS MALAY 52A
MYANIMAR PHLIPPINES SINGAPORE THALAND VIR TNAM
2 CONDITIONS. Ta enjoy praferuetial taeif! trealmert undet the AJCEP A poods Az ey of the Pamies 1o the
AJCEP Agreement shoukd
oW -Imhnu.molmmhr Puz‘
i wih the mmala CEP Agraement: and
(i) mﬁmhuﬁnmm@*’dhww

3. ORYGIN CRITERIA Mmmmnmm e expoier snoud indcate i box 8 of thes Form . the ongin antena
met. in the manne: shown in the folowing table

mmdnduﬂmmmml-mwmbu"d It i box 8
(m) Goods salisfying subpaagraph (c) af Article 24 of the AJCEP Agreemant -pE-
(D) Wholy ottained goods satisfyng Aricke 206 of the AJCER Agreement wor
(£} Goods satinfying paragraph 1 of Articls 25 of the AJCEP Agreement CTH o
“RVCT
(d) Goods satafying paragraph 2 of Acle 26 of the AJCEP Agresment
Change n Tand Clssafication erTet
Regional Vialue Corert Ve
Epocilic Procosees L
Nsor, exgs should nd the % W where
(o) Goods which comply with Aricie 28 of the AJCEP Agroement oM
()  Ceoods which comply with Articie 29 of the AJCEP Agreement AL

4 EACH ITEM SHOULD QUALIFY: nm-n.mmmwynm-ﬁ-m Thun s of particular
relevance when smilar itemns of different sizes are

L W.ERIPYIONOG GOODS. For sach good. mmmmmwdwmwuwm-ulmun-

wtw mumwm.mumw an the

“Mﬂﬁbhuwﬂ mmummmumm i m

mu—mm d is # speciic product nw‘ (0. “sake nd Bod sabe

(Murin) of g 2208 sges wilh a bawis of of an by of lesn than 1% of subhoading
mwwunmumm mmummmum

6. FREE-ON-SOARD (FOB) VALUE. MFOBwuln&-OMbMuﬁyﬁmhmmwmu
appled in detetmunag the MMM In the case of goods exported kom and My he FOS8
:‘:-Mumwnommf of Origin, 0 uluwnmmmzmwmmmd
1hem new

7 INMK " the invoice ber ard dalw for sach dem. The invoice should be the one ssusc for the mportation of the
QoAU M0 the iImporng Pany

THIRD COUNTRY INVOICING. I cases whmie wivoioes mre ssusd by & thind oountry. in accordanos with Rule 3 (4) of

comparty O persen that meust the irvoces shall dicuted in box T

m.nnoorn«ul whore (he ivaoe issued in & thind country s not avallabile ot the time of issuance of the venifcals of
m:f:mmw“mmdmnmmwuowwwmhmumln-wn-howbo

wt box 10 The “Third Courtry Inmvocing” in ex 13 should be licked, and & should be indiceted n box 7 that he goods
mnwnmnmuu“mnmmun ko the w Pany, itying
Al legal namme that wil issus another Inveios in the third In such
cdeMWMz:wm the importer 10 provide the irvoices and any other relevant documents which
confirm the transaction from the Party to the mparting Pady. with regard to the goods declaned for imporn

o9 WWOEWTEOFOMIN I e cane of & bach 10 -back CO innusd I 8oo0rdunce wi paragraph 4 of Rule 3

of thw O he “Back-10-Beck TO* box ) box 13 should be leked (1)
m I“UEDRETWTIVELV I canens of & GO malsd rebyoactively In sccontance with Rule 7 of the implementing Regidations.
the “Isausd Retromctvery” box n box 13 showld be tcked (V)

11. CERTIFIED TRUE COPY_ In cases of certified true coples, ihe words “CERTIFIED TRUE COPY" should be indeated n bax 12 in
Bocordance with Rule 5 of the Implementing Reguiations.

2

6. ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (Certificate of Origin “FORM AI")
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6.1. Negara Tujuan:
India dan seluruh negara ASEAN

6.2. Ukuran:
Standar ISO Size A4

6.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih lembar asli (original), untuk importir
(diserahkan ke customs authority importir)
b. Putih lembar kedua (duplicate), untuk instansi penerbit

c. Putih lembar ketiga (triplicate), untuk importir
Putih lembar keempat (quadruplicate), untuk eksportir

6.4. Bentuk
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Original (Duplicate/Triplicate/Quadruplicate)

Referance Mo,
1. Goods consighed from (Exporter's business name, ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
andress, country) PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN
{Cammed Dectaration and Conficale)
2. Goods consigned 1o {Consignee’s name, addeess, FORM Al
courtry) lssued in
(Country}
See Notes Overieal
3. Means of fransport and route (as far 23 known) 4 For Official Use
Departure dale D Preferental Taoff Treatment Given Under ASEAN-Inda
Fres Trade Area Preferentia Tariff
Vezsel's nameibircraft etc. D Preferental Tanff Treatment Not Geven (Please
stabe reason's)
Port of Discharge
Sgnature of Authons=o Sagnatory of the importing
Courtry
5. tem & Marks and 7. Number and type of 8. Ongn critenon 4 Gross 10. Numisr and
rumber numbers on packages, descrphion of (509 Notes waight o date of
Packages goods (indudng quantity overdex) other quanaty Invoices
where approprate and HS and vakse
rumber of the importing (FC8)
country)
11, Dectaration by the exporter 12 Cerstieaton
The undersigned horeby doclares that e above 1t i3 hoteby certhed, on B basis of control
cetals and slatement are comect; that aff the goods camed out, that the daclaraion by fhe
wefe produced n aponied S cofmect.
{Couritry)
and tat they comply weh the angen requirements
spechied for thess goods n the ASEAN-NDIA
Free Tmde Area Predecsetial Tanff for the goods
exported o
(Imgoring Country)
Place ard date, sgnakme of Placo and date, sgnakere and stamp of
13 Where appropnate plaase ok
Third Courtry Imvocrg o Exfubabion 11 Back-to-Back OO 11 Cumulshon

6.5. Tata Cara Pengisian
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OVERLEAF NOTES

1

10.

n

Parties which accept this form for the purpose of preferential tanfl treatment under the
ASEAN INDIA Free Trade Agreement (AIFTA)

BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA
INDIA LAOS MALAYSIA
MYANMAR FHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM

CONDITIONS: To enjoy preferential tanff under the AIFTA, goods sent 1o any Parties
listed above.

(0] must 1all within a description of goods ebgibla for concessions In the Party of

(w) must comply with the consigr it conditions in accordance with Rule 8 of
lheAJFYAFhﬂcsofOngn and

(im) must comply with the ongsn critena in the AIFTA Rules of Ongin
ORIGIN CRITERIA' For goods that meet the ongin cntena, the exporter and/or

otoducecmﬂMcalﬂhbozadlhBFovm the ongin cnterna met, in the manner
shown in the tollowing table:

2019, No.839

C of produch if: m the first Insert in Box B
wumnmmmaox Hoﬂhﬁ'orm

{a) Goods wholly obtained or produced in the termory of “wo*
he exporting Party

(b) Goods satisfying Rule 4 (Not Wholly Produced or RVC [)% + CTSH"
Obtaned Products) of the AlFTA Rules of Ongin

AlFTA Rules of Ongin

(€) OGoods satistying Rule 6 (Froduct Specific Rules) of the Appropriate qualifyng criteria

FACH ARTICLE MUST QUALIFY: it should be noted that all the goods n a

commmmwmemmmwnmerownm This i5 of particular relevance
when simiar articles of dfferent sizes or spare parts are sent

DESCRIPTION OF GOODS. The descripbion of goods must be sufficiently detailed to
enabie the goods 10 be Kentfied by the Customs Officers examining them. Name of
manufacturer, any rade mark shall also be specified.

HARMONIZED SYSTEM NUMBER. The Harmonzed System number shall be that of
the importing Party

EXPORTER: The term “Exporter” in Box 11 may mnclude the manufacturer oc the
produces,

FOR OFFICIAL USE- The Customs Authonty of the importing Party must indicate: (V)
In the redevant boxes in column 4 whether or not preferential tanft is accorded

THIRD COUNTRY INVOICING: In cases whore invoces are issued by a thed country,
“Third Country Invoicing” in Box 13 should be ticked (V) and such information as name
and country of the company issuing the nvoice shall be indicated in Box 7.

EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the temtory of the exporting Party
for exhibition In another country and sold during or after the exhibition for inportation
nto the termtory of a Party, m accordance with Arbcie 21 of the Operatonal
Certifcabon Proced . "Exhibs ~ in Box 13 should be tcked (V) and the name
and addrn of the exh ndi d in Hox 2

BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, m
accordance with Article 11 of the Operational Certification Procedures, “Back (o Back
CO” in Box13 should be ticked (V). The name of onginal exporting Party 1o be
Indicated in Box 11 and the date of the issuance of CO and the reference number will
be indicated in Box 7.

7. ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE

AREA
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(Certificate of Origin “FORM AANZ®)

7.1. Negara Tujuan:
Australia, New Zealand dan seluruh negara ASEAN

7.2. Ukuran:
Standar ISO Size A4

7.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih lembar asli (original), untuk importir (diserahkan
ke customs authority importir)
b. Putih lembar kedua (duplicate), untuk instansi penerbit
Putih lembar ketiga (triplicate), untuk importir
d. Putih lembar keempat (quadruplicate), untuk eksportir

n
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7.4. Bentuk

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and Certificate No. Form
country)| AANZ

AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN
- AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE
TRADE AREA (AANZFTA)

1 Goods coxuip’ed to (Importer's/ Consignee's name, AT G ORIt
address, country] CERTIFI
|Combined Declaration and Certificate)

Isstaeddn DL el Salaihieda
{Country}

|{see Overleaf Notes)

3. Means of transport and route (if known) 4. For Official Use

i ete O Preferential Treatment Given Under AANZFTA
Vessel's name/Aircraft ete.:

Yot of Disokarga O Preferential Treatment Not Given (Please state
reason/s)
_Signature of Authorised Signatory of the Importing Country
3. Item| O. Marks 7. Rumber and kind of packages; 8, Origin 9. Quantity (Gross -!igtl 10. Invoice
numbe| and description of goods including HS Conferring or other berts)
T numbers on| Code (0 digits) and brand name (if Criterion (see | and value (FOB) where and date of
packag applicable). Name of company Overleaf RVC is applied (see invoice(s)
issuing third party invoice (if Notes) Overleaf Notes)
applicable)
11. Declaration by the exporter 12. Certification
‘l‘hemulenipod herebydechmthnthem onmmhofmnmlunbdwt.n-hnbyuruﬁdmt
details and t; that all the goods | the i is t and that the goods described
were produced in conpiy 'ith the origin requirements specified in the

blishing the ASEAN-Australia-New Zealand
rm'l’ndeAnm

i&unir}‘l :
Andthntthnyconply'iththcr‘luofoﬁ'h as

provided in Chapter 3 of the Agr Establishi
the ASEAN-Australia-New unhndmo'l’ndalsmfor

the goods exported to

Place and date, name, signature and

company of authorised signatory Place and date, signature and stamp of Authorised
Issuing Authority/ Body i

13. [ Back-to-back Certificate of Origin Dsubject of third-party invoice O 1ssued

retroactively

O De Minimis Oa 1

www.peraturan.go.id



2019, No.839 _49-

7.5. Tata Cara Pengisian

1. Countries which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement Eatablishing
the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area |the Agreement):

Australia Brunei Darussalam Cambodi Ind L Lao PDR
Malaysma
Myanmar  New Zealand Philippi S Thailand Viet Nam

¥ o

{herein after individually referred to as a Party)

2. CONDITIONS: To be eligible for the preferential treatment under the AANZFTA, goods must:

a. Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Party;
b, Compiy with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Originj of the Agreement.

3. EXPORTER AND CONSBIGNEE: Details of the exporter of the goods fincluding name, address and country) and
consignee (name and address) must be provided in Box 1 and Bax 2, respectively.

4.mo’mmuxnpmududxpodm&nﬂmml"‘thc" 3 C ity
Description and Coding S {HS} subb nt the 6-digit level of the exported product, and d applicable,
pmdunmmeandhmndmmt mm:hmﬂhmmmwdmmﬂeﬂum:nh
slentified by the c afficer g them.

5. ORIGIN CRITERIA: For the goods that meet the origin crtena, the exporter should indicate in BoxSof this Form,
the arigin criteria met, in the manner shown in the following table:

Ci t of production or facture in the try d in Box1lof Insert in Box8

this form:

fa) Goods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1{a) of Chapter 3 of the wo
Agreement

(b} Goods produced entirely satisfying Article 2.1(c| of Chapter 3 of the Agreement PE

{c)  Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article
4of Chapter 3 of the Agreement as amended by the First Protocol ie., if the good is

specified in Annex 2, all the product specific requi listed have been met:

- Change in TanfT Classification cTC

- Regional Value Content RVC

- Regional Value Content + Change ins Tariff Classification g - e
- Dther, including a Specific Manufacturing ar Processing Operation Other

6. EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT: [t should
be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This s of particular
relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.

7. POB VALUE: Far Conmgnments to all Parties where the origin criterin includes a Regional Value Content
requirement:
o An exporter from an ASEAN Member State must provide in Bax 9 the FOB value of the goods

* An exporter from Australia or New Zealand can complete rither Box 9 or provide a sepamte “Exporter
Declamtion” stating the FOB value of the goods.

The FOB value 13 not required for ¢ e where the ongin criteria does not include a Regional Value

Content requirement. [n the case of goods exported from and imported by Cambodia and Myanmar, the FOB value

shall be included in the Certificate of Origin or the back-to-back Certificate of Origin for all goods, Frespective of

the origin criteria used, for two (2) years from the date of entry into force of the First Protocol or an earlier date as
el d by the C i an Trade in Goodsa.

8. INVOICES: Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the
mmpartation of the good into the importing Party.

9. SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE: In cases where invoices used for the importation are issued in a third
country, in accordance with Rule 22 of the Operational Certification Procedures, the *“SUBJECT OF THIRD-PARTY
INVOICE™ box in Box 13should be ticked (¢ jand the name of the company issuing the invoice should be provided in
Box 7or, if there is insufficient spece, on a continuation sheet. The number of the invoices issued by the
manufacturers or the exporters and the number of the invoices issued by the trader {if known) for the impa n
of goods into the importing Party should be indicated in Box 10.

10. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In the case of a back-to-back certificate of origin issued in
accordance with paragraph 3 of Rule 10 of the Operational Certification Procedures, the back-to-back certificate of
orgin in Box 13should be ticked (+).
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11. CERTIFIED TRUE COPY: In case of a certified true copy, the words “CERTIFIED TRUE COPY™ should be wnitten or
stamped on Box l2d the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 of the
Operational Certi Procedures.

12. MlmmT!!Cusmmshuﬂ\ontydﬂtehnpoﬁmgpanymunmdutelllmlhcrzknntbnnsm&n-l
hether or not prefe taridl is nccorded.

13. BOX 13:The items in Box 13 should be ticked (+), as appropriate in those cases where such items are relevant to
the goods covered by the Certificate.

8. ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENTS (Certificate of origin
“FORM E®)

8.1. Negara Tujuan:
Tiongkok dan seluruh Negara anggota ASEAN

8.2. Ukuran:
ISO A4

8.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih (lembar asli), untuk Importir

b. Putih (lembar kedua), untuk instansi penerbit
c. Putih (lembar ketiga), untuk eksportir
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8.4. Bentuk

Reference No.

1. Products consigned from (Exporter’s business nume ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA
address, country) PREFERENTIAL TARIFF
CERTIFICATE OF ORIGIN
{Combined Declaration and Certificate)
2. Products cansigned to (Consignee’s name, address, FORM E
country) Issued in ____
(Country)

See Overieaf Notes

3. Means of transport and route (as far as known) 4. For Official Use
Departure date D Preferential Treatment Given
Vessel's name fAircraft etc D Preferential Treatment Not Given (Please

state reason/s|

Port of Discharge

Signature of Authorised Signatory of the Importing

Y
5. ltem 6. Marks and 7. Number and type of 8. Ongin criteria 9. Gross weight 10. Number,
Number numbers on packages, description of {sec Overleal or net weight ar | date of Invoices
packages products (including Notes| other quantity,
quantity where appropriate and value (FOB)
and only when RVC
HS number in six digit code) criterion is
applied
11. Declaration by the expocter 12. Certification
The undersigned hereby declares that the above It is hereby certified, on the basis of control
details and statement are correct; that all the
products carned out, that the declaration by the
were produced in exporter is correct
{Country|
and that they comply with the origin requirements
specified for these products in the Rules of Origm
for the ACFTA for the products exparted to
{Importing Country)
Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of
authorised signatory certifying authorty
i3
o Issued Retroactively o Exhibition
o Movement Certificate = Third Party Invoicing
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8.5. Tata Cara Pengisian
OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-China Free
Trade Area (ACFTA)

BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA CHINA
INDONESIA LAOS MALAYSIA
MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM

"

CONDITIONS: The main condibons for admission to the preferential treatment under the ACFTA are
that products sent to any Parties listed above:

0] must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;

(i) must comply with all relevant provisions of Annex 1 (Rules of Onigin) of the Protocol to Amend
the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements
thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's
Republic of China (ACFTA Upgrading Protocol)

3. ORIGIN CRITERIA: For each good described in Box 7 of this form, the orgin cnteria met should be
indicated in Box 8, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the Insert in Box 8
first country named in Box 11 of this form

{a) Goods wholly produced or obtained satisfying wo
subparagraph |a) of Article 2 of Annex 1 of the
ACFTA Upgrading Protocol

(b) Goods produced in a Party exclusively from PE
originating materials from one or more of the
Parties satisfying subparagraph (b) of Article 2 of
Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol

) Goods produced from non-onginating materials in
a Party, satisfyving paragraph 1 of Article 4 of
Annex | of the ACFTA Upgrading Protocol

- Regional Value Content Actual percentage of ACFTA
value content, example “400."
- Change in Tariff Classification at the four-digit CTH
level
{d) Goods satisfying the Product Specific Rules (PSR) PSR
in Attachment B of Annex | of the ACFTA
Upgrading Protocol

4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must
qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar arnticles of different
sizes or spare parts are sent.

5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products in Box 7 must be sufficiently detailed to
enable the products to be identified by the Customs Officers examining them.

6. The Harmonised System number of the importing party in Box 7 (six digit code) shall be determined
according to the Intermational Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding
System and subsequent amendments thereto

7. The term “Exporter” in Box 1 and 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of
Movement Certificate (MC), the term “Exporter” also incudes the exporter in the intermediate Party.
For China, a Chinese manufacturer can apply for a Certificate of Origin (Form E) in the case where the
manufocturer needs to authorise other agencies to export on its behalfl. In this case, the manufactarer
can make the declaration indicated in Box 11 and shall state the name and address of the exporter in
Box 7

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (V) in the relevant
baxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.
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9. MOVEMENT CERTIFICATE: In cases of Movement Certificate, in accordance with Rule 12 of
Attachment A of the Rules of Origin of the ACFTA Upgrading Protocol (Operational Certification
Procedures): {i) “Movement Certificate” in Box 13 should be ticked (V); (i) the indicated value in Box 9
shall be the invoice value of the products exported from the intermediate Party. The indicated value in
Box 9 is only required when the RVC criterion is applied; (ili) The name of the original Issuing
Autharities of the Party, date of the issuance and the reference number of the original Certificate of
Origin (Form E) to be indicated in Box 7.

10. THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Party
Invoicing” in Box 13 shall be ticked (V). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information

such as name and v of the pany g the 1 ice shall be indicated in Box 7.
11. EXHIBITIONS: In cases where products are sent from the exporting Party for exhibition in another
Party and sold during or after the exhibition for imp ion into a Party, in accordance with Rule 22 of

Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA, the “Exhibitions” in Box 13 should be ticked (V) and
the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

12. ISSUED RETROACTIVELY: In ptional due to invol ¥ errors or omissions or other valid
causes, the Certificate of Ongin (Form E) may be issued retroactively in accordance with Rule 11 of
Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA. The “Issued Retroactively”™ in Box 13 shall be
ticked (V) electranically or typewritten together with other information in the Certificate of Origin (Farm
E). In cases where the “Issued Retroactively” in Box 13 cannot be ticked electronically or typewritten,
the Certificate of Onigin (Form E) shall be stamped with the words “ISSUED RETROACTIVELY™,
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INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMEN
(Certificate of Origin “Form IJEPA”)

9.1. Negara Tujuan:
Jepang

9.2. Ukuran:
Standar ISO Size A4

9.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih (lembar asli), untuk Importir
b. Putih (lembar kedua), untuk instansi penerbit
c. Putih (lembar ketiga), untuk eksportir
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9.4. Bentuk
| Appendix 1-A gndonesial |
1 Esporser’s aame addres 2od ooy’ Cerficmommn. Naxber cipaze
AGEEEMENT SETWEEN IHE SEFUSLIC OF DIONESIA A0
1 lIupecter’ same sdders sod counsy JAPAN POR AN ECONOMIC PASTNERSHDY
CESTINCATE OF ORIGD!
FORM UTPA
1 Meansof ancpery aad route (220 & a0 kwwn!
Lowed o Indenens
4 e mmber (2 2ece=xyt ks 2d oumbers o packages mumber 23 hind of pacpes | 5 Poefeence | 6Quaznty | 7 Iowce
deacpion of good =k HS tan casaficnos sumber otezoa aeigh: | ammbersl
and daeez
§ Remuxcky
3 Declzzannn by the exporer 10 Cerxsicanon
1 the underzgned deciare thar Iz = herehy cocufied om the basis of conemal caraied o, that the decizmtes
- the zhove decails and mavemens 222 wee 2nd o bytheoprm =cnee
- the goodls) descsied shove meet the cmdmcois) requred fx the | Competser sovermments! surheney or desane office
ooace of the cornficne
 the cousery of copn of the prodis) described sbove i Tramy
Puce sad e
Name rmeedr
Plce znd dae
Cempany.
Sgmmae

9.5. Tata Cara Pengisian
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Parties which accept this form for the purpose of preferential reatment under the Agreement between the Repubiic
of Indonesia and Jopan for an Economic Pastnership (hereinafier refemed 1o as “the Agreement™ are indonessa and
Japan.

MNwmwmmmmmmmwumam
O
Prefeserce criteria

A The good i wholly cbtained or produced enfirely in the Party, a0 defined in paragraph 2 of Article 29
8 The good is producad enfimely in the Party sxciusively fom onginaling matenals of the Party.

cC e product spedic nies st out in Annex 2, aa well 2 al ofher applicable requirsments of Chapter
Sn%m»MManmmo:mﬁm
nsrucions for coticate of ongin:
Famulmeea claming preferental tarft mﬂ.ummmm and n 1l by the
c'h mmmwummm its designee. h;t‘\db’hmgm

The document shoukd be no vald 1 oy
hm umo#m 1o bonget = completed in sy bangusges
lmg bmnmm mmgmrx

tha exporter . using mmi-A.hme-emy
mwugwbemuﬁ'&wnuwumab and certicaied by the

Fiekd 10 mmummmmamm

Field 22 Sueieun.m. abparagraph () of Atide 26, Soporter”

m:mug:od ‘amtgm&gmmmmmw
Fiedd 3 MNMdMMMMMMMm e name of vesssd / fight number, = fr o

m¢mmm o necsssary) marks and nber and kind of packaces HS bl
mm(

a8 amended on January 1, mwmammm
For each good, the HS tanfl dassification number should be indicsted 3t the six8gk level.

The descripbion of the on the certiicale of oigin should be substaniially iderbical 1 the description on the mvaice

and, If peeshie, 1o the under the HS forthe good.
vmmabmzmm mnmtmwmm n an excepbionsl Gee where the ka
netant and 5, such
m deecription (eg. cumy louea goods descnption
Wllmameammodot S0 through 63 of he HS, the matenais of e oher Party or non-FPares which
are member countnes of he te or aperabons conducted n such Party of non-Parbes, and the

m«mm«mm rwamnuummmmmdmm

FetISF each which preference critenon (A though C under Prefensnce Critesia above) is applicabls.  The
e «ﬁ” mnmsmm(uz

Mhmbumbmﬂwmg@dammmdundmm

Irdicate “ACLE for acasmulaion, “DMI™ for de minris and ‘TGN for fungitle goods or materials, Tagplicatie
Fiedd & For ench good, mdicale the quanity or weght
Feld 7: mﬁwmmhmm The inwoice should be the one ssuesd for fhe importation of e

I the voices i ssued by 3 person diffierent fom teewubvlnn the carffical= of onglsm.dh:m
Who iB2ues e rvoice s located In & It should be indicaled In fisld § ol the goode Wil be mvacad in a
non-Party, mmumm of the person that =auwes the mvoice.

In an excaptonad he number of e nvoice Bsued n amummmmmdmd
e cortficane of the invorce number and the date of rvoics issued by o whom the certficate of
onign & issed Mnﬂi?‘“lmﬁhwnma the Wil be aubject 1o
anther Invoice 10 be issved N a nonParty for e Impartaton Into he Party, the ful legal name

2019, No.839
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_50_
& ¥ the corticate of maued comperent governmmental autharty o
ot e cees . % ISSUED -'E.\"; lma&namzns:‘u;mh%
kinber of T2 m’ mam’&mm

Feld @ This feld should be completed, signed and dawed mm«nmm The “gate” shouid be the
date when the cerfficat= of ongin 15 apphed for by

Note: The exporter’s orits agent's sy mayy be atographed o prinksd.
Fisdd 10 This fisld should be ) i =nd the of the
Mtxmwuw stamped by compstent governmentsl athority

Note: The competent govemmenial aunonty's of fis deagnes’s Sgnanre moy be autogphed or pnted

Nogcs 1 wmamdnhmmmmmw False declarabon or documents mm
of origin shoukd be subject 10 penally in accordancs with the laws and reguiations of e Sxponing

Notee 2 mmammmamamamammmaumm.
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10. INDONESIA-CHILE COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (Certificate of Origin "FORM IC-CEPA®)

10.1. Negara Tujuan:
Chile

10.2. Ukuran:
Standar ISO Size A4

10.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih (lembar asli), untuk Importir

b. Putih (lembar kedua), untuk instansi penerbit
c. Putih (lembar ketiga), untuk eksportir
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10.4. Bentuk

1.Exporter's Name, Address and Country CERTIFICATE NO.

2.Consignee's Name, Address and Country

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)
EORMIC-CEFA
Issued in
(Country)
3.Means of transport and route (as far as 4.For Official Use Only
known)
[ Preferential Treatment Given Under IC-
Departure date: CEPA
Vessel /Flight No.: O Preferential Treatment Not Given Under
IC-CEPA
Port of loading: (Please state reason/s)
Port of discharge:
Signature of Authorised Signatory of the Importing
Party
5. Item 6. Marks 7- Number | 8. Origin 9. Quantity 10, Invoice
number and and kind of | Criterion (Gross or Net Number(s),
numbers on | packages; Weight or other | date of
packages description of measurement) invoice(s) and
goods; HS FOB value
code at six
digit level
11. Remarks

12. Declaration by the exporter 13. Certification
The undersigned hereby declares that the
above details and statements are correct;
that all the goods were produced in

It is hereby certified, on the basis of control
carried out, that the declaration by the exporter is
correct.

{Country) of origin

and that they comply with the origin
requirements specified for these goods in
the Rules of Origin under Indonesia-Chile
CEPA for the goods exported to

Place and date, signature and stamp of Competent
Authority

of authorised signatory
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10.5. Tata Cara Pengisian

OVERLEAF NOTES

For the purpose of claiming preferential tanff treatment, this form shall be completed legibly and
filled by the exporter. All items of the form shall be completed in the English language.

If the space of this form s insufficient to specify the necessary particulars for identifying the goods
and other related information, the exporter may provide the information using additional pages of
the same format of Certificate of Onigin. In that case, every additional page shall be completed
legibly and in full by the exporter and certificated by the Competent Authority,

If the Overleaf Notes are not printed with the Certificate of Ongin, the Certificate of Origin shall
remain valid.

Fleld 1: State the full name, address and country of the exporter.

Fleld 2: State the full name, address and country of the consignee.

Fleld 3: Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of
vessel [ flight number, as far as known.

Fleld 4: For official use only.

Fleld §: Provide item number [as necessary).

Fleld 6: Provide marks and numbers of packages

Field 7: Provide number and kind of packages, description of goods. For each good, the HS tariff
classification number shall be indicated at the six-digit level, The description of the good an the
Certificate of Origin shall be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the
Customs Authority,

Field 8: For the goods that meet the origin criterion, the exporter must indicate the origin criterion

met, in the manner shown in the following table:

Origin Criterion Description of Criterion

(Insert in Field 8)

wo the good is wholly obtained or produced entirely in a Party as defined
in Article 4.3

PE the good is produced entirely in the territory of a Party exclusively

from originating materials

PSR the good is produced entirely in the Party using non-originating
materials, provided that the good satisfies the product specific rules
sct out in Annex 4-A

DMI (De Mirumis) a good that does not undergo a chonge n tariff classification
requirement  shall be considered as originating as established in
Article 4.9
[FGM Tor fungible goods or materinls as established in Article 310
ACU (Accumulation) A good which satiafies the origin criteria as established in Article 4.8

Field 9: For each good, indicate the guantity in gross or net weight, or other unit of

measurement.

Field 10: Indicate the invoice number(s), date{s) and FOR valie. The invoice shall be the one

ssued for the exportation of the good into the importing Party. -

Field 11: This Field is for additional information {if any)

= 1f the Certificate of Origin s issued in accordance with Section B Rule 2, the Competent
Authority shall indicate “replaced C/O No... issued date ",

= 1If the Certificate of Origin s issued in accordance with Section B Rule 5, the Competent
Authority shall indicate “Certified Copy™.
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- In the case where a good is invoxed by a third country in accordance with Section B Rule 17,
shall indicate “THIRD COUNTRY INVOICING™. The name and country of the company issuing
the mvoice shall be indicated (if known),

- Any other additional information considered appropriate. |

Field 12: This field shall be completed, signed and dated by the exporter. The date shall be the

date when the Certificate of Origin is applied for.

11. INDONESIA-PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT
[Certificate of Origin "FORM IP*)

11.1. Negara Tujuan:
Pakistan

11.2. Ukuran:
Standar ISO Size A4

11.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a, Putih (lembar asli), untuk Importir

b. Putih (lembar kedua), untuk instansi penerbit
c. Putih (lembar ketiga), untuk eksportir
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11.4. Bentuk
1. Exporter's Name ant Accress
CERTIFICATE NO

INDONESIA PAKISTAN

2 Consignee’s Name and Address PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IPPTA)
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)
Form IP

1 Producer's Name and Address .

lasvedim __________

(Country)

4 Means of ransport and route (as far ss §. For Ofcal Uss Only

known)
D Preferential Treatment Given Under IPPTA
Departure Date
Preferential Treatmant Not Given Under IPPTA
Vussel /Fiight No, (Please state reason/s)
Port of loacng
Potofdischarge | :

6 ltem number | 7. Marks and numbers on '8 Origin Criterdon | 9 Gross Weight, | 10, Number
packages; Number and kind Quantity and FOB|and date of
of packages, description of value Invoices
goods;, HS code of the
mporting country

| 11 Remarks

l

12 Declaration by e exporer 12 Certification

The undersigned hereby declares thal the above Il's hereby certfied, on the bass of control camied out. thet te
Gatalls nd statement are comect; hat all the declarution by tha pxponer is correct,
goods were produced in

T (county)

0d ot they comply wilh ihe aogn requirements
specified

Tn-muu“d&wuwmm
MMPTAHO'MWIO

Place and dale, nama. slgnature snd company
of autherized signatary
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11.5. Tata Cara Pengisian

OVERLEAF NOTES

Box | Suste the fill legal name. address (imcluding countey) of the exponer

Box 2 Suste the full legal mame, address (Incloding country) of the corsignes

Box 3. State the full legal name, sddress (inchoding counery) of the producer. If imore than one producer’s goad i
ncluded in e cenificale, list the addaiosal prodocers, inciuding name, address (including couniry). If the
exporier of 1he producer wishes the information 1o be confidersial, it is acceplable 1o state “Available 10

upon request”, I dhe producer and the exparter ate the same, compietr fiedd with “SAME*

Box & Complete the mudnmﬂmwwrylhknmmnm(vciideNo,.penor
loading and discharge

Box & mmmkyomemmrmmiwmim&rﬂmbommhunupnﬁmul
treatment is accorded.

Box & State the itlem number

Dox7.  Provide a full description of esch 800d, The deseription should be sulficiently detmiled 10 enable the products
10 be identified by the Cusioms Officers examining them sad relare it 10 the invoice description and 16 (he
HS desceiption of (he good nmwuuammmmgs.muwormm
also be specified For each pood, identify the comect HS tariT classi fication, using the HS 1ari1T class| ficaion
dhcmyimvhlmlmhmﬂmd

fox 8 l'umnMomMmluﬂu?mynhdmwumhmlmm.mwnm

i The products wheily obtained in the experting Party 25 defined in Rule 3 of 1he Rules of Origin,

i Subject 10 sub-pwagragh (i) sbove, mnmedimmiuupwlmsdﬂnkdoflln
n-suorw.muwnunmaumu.m-rmmwmuerwu
originating tmuwmwdu&umﬁuﬁnndbamtmﬁﬂ%ofln&ﬂ value of
the produst produted oe ubtained nnd the fisal process of the mansfactiee is performed within terrhiory
of the exporting Party;

Wi Products which comply wilh origin requitements prowded for inRukSollM!ubsofOnshw
which are used in a Party as ingent far 2 Tinished product eligible for preferential treament shall be
midm‘uapndmwigm;mu?myvﬂmwrﬁu«mwmormﬂushdmm
taken place provided ihat 1he agarepate PTA content ol the final product is not less han 40%. o

iv. Products thae satlsfy the Producr Specific Rules provided for (= Aftachment B of the Reles of Origin
mlNcmwuunmanm:um«mms(umnmmammidw‘uulmy

I the goods qualify wnder the shove costerin, the Cxporier must indicate in Field B of this form the ocigin

crlteria on the basa of which he clamy that his soods qualify for preferential wessment, in the manner

shaw in (he following table

Clcumstences o8 or the fiest courery pemed R

inFleld 12 0 foem rnmlml’iddl -
mm:mhﬂrmqo&mmj |':

(sce pary, §(1) above .
(b) Products worked wpon mMthuexmm
Poty which were produced confarmaty with the provisions ofm’ “. :;“k Koy
pacapraph 8 () above : VOO
(¢) Prodscts worked upon bet nat whelly produced in fhe | porting Percentage of Indonesia-Pakistan
Paty which were peoduced in confarmity with she provisioms MQA cumuitive content, example
Parageaph § (D) above %

|
{d) Products comply with the Predact Specific Reles MpSR"

) e | TP,

Box 9. Gross weight in Kilos 1hoald be shown bere. Otvar uis Of measurement ¢ g volume of mumber of fems
which would indicale exact quantivies may be used when customary; the FOB valee shall be the iavoiced
value declared by exponer 10 the issulng suthoriny,

Bax 10. lmw-mmwinvdm!mhwmm

Box 11 lewued rewospectively, Customer's Ordes Number, Letier of Credi Number, eic may be included, if
requred,

Box 12, mnummumﬂmnmummmmu lumhplmw&non"_m

Box 13 The field must be complesed, signed. deted and stamped by the suthorized person of the cestifying acthority
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CERTIFICATE RELATING TO SILK COTTON HANDLOOMS
PRODUCTS

12.1. Negara Tujuan:
Uni Eropa

12.2. Mutu:
Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang
beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

12.3. Ukuran:
210 x 297 mm

12.4. Wamna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Ungu muda (lembar asli), untuk Importir
b. Jingga (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit,
c. Jingga (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara
tujuan ekspor
d. Jingga (lembar keempat), untuk Eksportir

12.5. Ketentuan Penerbitan

Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan TPT
yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa
untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang
terdapat dalam cakupan skema barang-barang kerajinan
ME. Diberlakukan bagi barang-barang kerajinan TPT
yang dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin
(ATBM) atau tangan terbuat dari bahan baku sutera,
atau kapas dan merupakan industri pedesaan.
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12.6. Bentuk

1 Exporter Jiwew bot adtwm. onrtrr L

_lm P e

CONTICATE
FOLATIVG TO BLX Off COTTON HANODLOOM
FROOLCTS

asnd Wit w view Lo
hﬂld-lmm

ad
)

e o Be

4 Comiry of manitactaow

§ Coumtry of deziination

§ Placm mra 0348 c Avkerend — Mhoass of TOmipcd T Eusclenerenry teias

B DETALED SEACSHTION OF GO0 — Mame e manes — Number et win
o pachagen

3 Damtty (10 P00
iuw

15 CRICPICATION B THE DONPME TR saM-0any
L e undarmigaes, ety Tl
= e comigrene
S 1Y Dos Mo L
10 sach pream b AlaChoT
— e begneg ad acd an sogreved Sans 0.
= &l Mo -

12 Compelem oAty Py ot asets, courn

" desrsedt abae mmmv—a—nmhm-no«wmamm
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12.7. Tata Cara Pengisian

Ko]on: Substansi yang Dicantumkan
("Box”)

1 Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.

2 Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi
Penerbit SKA.

3 Nama, alamat lengkap dan negara Importir.

4 INDONESIA

5 Negara tujuan (negara anggota UE}

6 Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang
digunakan.

7 Catatan Pejabat Instansi Penerbit.

Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah
dan jenis kemasan.

9 Jumlah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter
atau Kgs.

10 Nilai (FOB US. $) sesual dengan kontrak penjualan.

11 Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan
Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel
khusus SKA dari Instansi Penerbit.

12 Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama,
alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.
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CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO

13.1. Negara Tujuan:
Uni Eropa

13.2. Mutu:
Kertas tulis putih yang tidak mengandung Pulp mekanis,
yang beratnya tidak kurang dari 40 Gram/m2.

13.3. Ukuran:
210 x 297 mm

13.4. Wamna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih lembar asli (original), untuk Importir
b. Putih lembar kedua (duplicate) untuk Eksportir
c. Putih lembar ketiga (triplicate), untuk Instansi Penerbit
{Kantor Cabang Lembaga Tembakau)
d. Putih lembar keempat (quadruplicate}, untuk Lembaga
Tembakau Pusat

13.5. Ketentuan Penerbitan
Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang
ditujukan ke Uni Eropa.
Diberlakukan bagi produk tembakau yang seluruhnya
dihasilkan di Indonesia, yaitu:
a. Tembakau Flue Cured Virginia
b. Tembakau Light Air Cured Burley termasuk Burley
Hybnrid
c. Tembakau Light Air Cured Maryland
d. Tembakau Fire Cured
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13.6. Bentuk
1. Exposer 2. Numter QRGINAL
3. IEBUING AUTHORITY
4. Comlgnoe
& Mesns of mnspen 5
CEATIFICATE OF AUTHENTICITY TOEACCO
(Bsbheadiags 2401 1035, 2001 1028, 2401 Y0E5, 2401 2038,
mwummguwm%ammmmm
7. Mads and Nos, mumber and Knd of {8 Gross weight (g 8. Nt welpht (i)
packages J

10. Net weight (kg) 0n woeds)

11, CERTIFICATE BY THE GOUING AUTHORITY

| hecaby cartly 2wl 91 fobaceo desciibed In T ocrftoals & Muo-curod ebocoo — tirowed Budeytype lobacco
(nckuding Burlay hybrida) — light air-cured umm—Mﬂ i

Placs Dats

Sump (or partsc ool ad olgnatae

() Dol aa eppeepdate.

www.peraturan.go.id



2019, No.839 60

13.7. Tata Cara Pengisian

Kolom

Substansi yang Dicantumkan
("Box")

1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.

)

Nomor, urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode
Instansi

Penerbit dan Tahun penerbitan C O A.

Nama Instansi Penerbit.

Nama dan alamat lengkap dan negara Importir.

Tidak perlu diisi.

Tempat dan tanggal pengapalan serta nama alat
angkut yang

Tanda, jumlah, nomor dan jenis kemasan.

Berat kotor dalam satuan Kg.

Berat bersih dalam satuan Kg.

Berat bersih dalam kilogram dinyatakan dengan huruf.

Tempat dan tanggal pengeluaran C O A, tanda tangan
dan nama Pejabat yang berwenang menandatangani serta
stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

oW

0|00~

b | =
Ld B=
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II. SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) NON PREFERENSI

JENIS, BENTUK, DAN TATACARA PENGISIAN FORMULIR SURAT
KETERANGAN ASAL (SKA) NON PREFERENSI

1. The Republic of Indonesia (Certificate of Origin Form “B”)

1.1. Negara Tujuan:
Semua negara

1.2. Mutu:
Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya
tidak kurang dari 25 Gram/M2.

1.3. Ukuran:
210 X 297 mm

1.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Kuning muda (lembar asli), untuk Importir.

b. Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.

c. Putih (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara tujuan
ekspor.
d. Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.
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1.5. Bentuk

ORIGINAL

1. Goods consigned {rom (Export's business name, address,
country)

2 Goods consignod jo (Consignee's name, addness. country)

CERTIFICATE OF ORIGIN
Heferonce No.
3 Maeans of ansport and route (as tar as known), 4, For official use,
Shipped by
From
Te
Date of shepment :

5 lem | 6 Marks and 7. Number and kind of packages; description of Is. Groas weight or | 8. Number anc
nuems number of Goods. ather quarsty date of nvoices
bee packages

10 Ceorttication
It is hareby cerifiad, on the basks control carred out, that the goods stated above ware produced in Indonesia.

11, Competent authority (name, full address),

(Signatura) {Stamp)

.- -
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1.6. Tata Cara Pengisian

2019, No.839

Kolom
(*Box")

Substansi yang dicantumkan

1

Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir

Nama, alamat lengkap dan negara Importir

V]

« Nama alat angkut yang digunakan
e Pelabuhan muat
e Pelabuhan tujuan

» Tanggal pengapalan

Catatan Pejabat Instansi Penerbit

Nomor urut

Tanda dan jumlah kemasan

Nomor dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas

O] o] ~| o) of &

Berat kotor atau jumlah dalam satuan lainnya

Nomor dan tanggal Invoice

(=)

Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat
yang berwenang menandatangani dan stempel khusus SKA dari
Instansi Penerbit

11

Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.
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INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (Certificate of Origin “Form
1€O”")

2.1. Negara Tujuan:
Semua negara tujuan ekspor.

2.2, Mutu:
Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya
tidak kurang dari 70 gram/m2

2.3. Ukuran:

Standar 1SO Size A4 (210 x 297 mm) dengan toleransi 2 mm

2.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:

a. Putih (lembar asli), untuk Importir (dikirini melalui Bank
Devisa),

b. Hijau (lembar kedua), untuk Sekretariat ICO (dikirim
melalui Direktorat Ekspor bersama dengan copy B/L dan
Invoice).

c. Merah muda (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara
tujuan Ekspor.

d. Putih (lembar keempat), untuk Instansi Penerbit.

e. Putih (lembar kelima), untuk Eksportir.

2.5. Ketentuan Penerbitan
Digunakan untuk ekspor kopi ke semua negara tujuan (baik
anggota ICO maupun non-anggota ICO). Untuk menentukan
keasalan barangnya, diberlakukan bagi biji kopi dan
olahannya yang seluruhnya ditanam, dipetik dan dihasilkan di
Indonesia.
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2.6. Bentuk
12 Exporter/conmgnor (mame/code| @ Cartficam approved by
tional Coffes Org,
lc. No. 100! 22 Bernars Sreet
2. Mo, TR o0onoan e
2. Noarty address 3, inteimal referance No.
3a. Na. PEB
3. No. 8/L:
42. Country code: :ahgnugfm :us-lnn;
gog;: 00 o0ooon
5. Procluang country (namajcode}
oo
& Country of destination Inarnme/code) 7. Diste of export (DDMMYY]
mjmim)
& Country of trans-shipment fneme/code) 9. Name of caries inaeme/code)
ooo ooOoono
10, ICO idesstification mark 11, Shipped In:
I R Bogs [ | Mulk [] Comtsiners [ | Other [7]
Other marks 12. Net weight of shigmens 13 Unit of wesght
w [0 = []

14, Description of coffee formtype, whete relevand)

Green Arsbica [[]  Groon [0 meated [ soktte [] U []J omw []

[C— 5 O e [1. | sessee e []  wiass]

16 1T 15 MEREEY CRTINED THAT THE COITEE DESCRIBED ABOVE WAS PRODUCED/PROCESSED I8 THE COUNTIY NAMED IN SOX 5 ASOVE AND HAS BEEN
EXFORTED ON THE DATE SHOWN N BOX T

Date
Mace
Sigreturn of suehorand Cervlying Officer and
Carchet of Cartifying Agescy
17, Other K 420 Spechal chaeactersticy M5 Code: Value of the sipenent (Vo o
. Quality standards bor green coftes (L Realution 429
bl compiance wi the serget defect and ol Hancants D RN Cohes chom ot Cordum 40 ther Uangt defect stirdat D
“IM" Cotfoe does nit comviorm ¥ the Wepet Mokl Slanded D M Coftee chowt 01 comdinm W st standacd D
(gt cheect 3l o wrw!

e - e e R R S e e e e e -

hi—ﬁm‘:r-—”ru--m
Origin of Speciaity Cotfae (Ragion):

1
© Harmonised Spytem HS) code ' o Velue PO of the shipewent:
| #15 Code -} [} D"“""““""" D""‘""‘ D"‘“
....................... i o e vin e e G b A e 0
* Addticnsl infarmaten
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2.7. Tata Cara Pengisian

BOX Substansi yang dicantumkan

a. Diisi dengan Nama, alamat lengkap dan negara eksportir

b. No. ETK: diisi dengan nomor surat pengakuan sebagai Eksportir
Terdaftar Kopi (ETK) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

c. No. ICO: diisi dengan nomor kode eksportir sebanyak 4 digit yang
tercantum dalam Pengakuan sebagai ETK oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri di dalam kotak pojok kanan bawah.

2 Nama, alamat lengkap dan negara pembeli.

3 Nomor kode internal:

3a. No. PEB: diisi dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
yang didapat saat pengajuan ekspor kepada Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Kementerian Keuangan,

3b. No. B/L: diisi dengan nomor Bill of Lading yang didapat dari
perusahaan pengapalan setelah muat barang.

Jika ada keperiuan lainnya, misalnya kode untuk keperluan pencetakan.
(nomor ini akan dibuat oleh Kementerian Perdagangan dan sudah tercetak
dalam setiap formulir).

4 Bagian “Country code' diisi dengan nama negara pengekspor dan nomor
kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.

Bagian "port code' diisi dengan nomor kode pelabuhan muat sebanyak 2
digit. Dalam hal kode pelabuhan asal ekspor belum tercantum, Instansi
Penerbit SKA setempat dapat memintakan kode pelabuhan kepada
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan)

5 Nama negara tempat kopi tersebut diproduksi dan nomor kodenya
sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah (sudah tercetak).

6 Nama negara tujuan dan nomor kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak
pojok kanan bawah (sudah tercetak)

7 Tanggal pengapalan dengan bentuk DD/MM/YY, dengan ketentuan DD =
tanggal, MM = bulan dan YY = Tahun (dua digit terakhir dari setiap tahun),
sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bill of Lading saat muat kapal.
a. Bila pengapalan dilakukan dengan trans-shipment, maka diisi dengan
8 nama negara tempat trans-shipment dan nomor kodenya sebanyak 3
digit.
b. Bila pengapalan dilakukan langsung, maka diisi dengan kalimat
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BOX Substansi yang dicantumkan
"DIRECT".
9 Nama kapal yang mengangkut. Jika tidak diangkut dengan kapal,
sebutkan jenis angkutannya, misalnya kereta api, atau pesawat udara.
10 Untuk semua karung yang tercakup dalam suatu SKA harus diberi tanda

khusus menurut ketentuan yang diatur oleh ICO.

a. “ICO Identification Mark”"
Bagian pertama, tidak perlu diisi,
Bagian kedua ditulis kode eksportir,

Bagian ketiga, ditulis nomor urut pengapalan oleh eksportir yang
bersangkutan.

Misalnya:
PT. Panca Niaga Palembang mengekspor 100 ton kopi.

Pengapalan kopi tersebut merupakan pengapalan yang kelima kali
dilaksanakan ybs. Sejak tanggal 1 Oktober 1994, maka Box 10 diisi
dengan:

/015/2097/5/

Kode tersebut juga ditulis pada seluruh karung kopi yang dikapalkan.
Keterangan:

015 = Kode Indonesia (negara pengekspor).

2097 = Kode Eksportir (sesuai dengan Box 1),

5 = Nomor urut pengapalan selama tahun kopi yang
bersangkutan.

b. “Other Mark”

Diisi dengan mutu Kopi yang diekspor dan tanda pengapalan lainnya.
Misalnya: A/DP-3; Arabika Lintong; Bubuk Kopi Instan bermerek
dagang XYZ dan sebagainya.

11

Tanda "X" dalam kotak yang sesuai dengan bentuk kemasan Kopi yang -
diekspor.

12

Berat bersih yang dikapalkan.

www.peraturan.go.id
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BOX Substansi yang dicantumkan

13 Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan berat yang
digunakan.

14 Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan satuan bentuk dan
jenis Kopi yang diekspor. Jika jenis dan bentuknya selain dari green
Arabika, green Robusta, Roasted, Soluble, Liquid, atau diisi dengan tanda
"X" pada kotak “Other” untuk jenis kopi lainnya.

Jika ekspornya meliputi lebih dari satu bentuk dan/atau jenis Kopi, agar
dibuatkan SKA terpisah untuk masing-masing bentuk dan/atau jenis Kopi
yang diekspor tersebut.

15 Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan metode pengolahan
Kopi yang diekspor, dengan pilihan:

Decaffeinated: untuk kopi yang diproduksi dengan proses
penghilangan kafein

Organic: untuk kopi yang diproduksi secara organik. Perlu dicatat
bahwa eksportir bertanggung jawab penuh terhadap opsi untuk
‘Certified pada SKA yang mengacu pada 'Kopi organik bersertifikat',
jika tidak maka isi kotak ‘Uncertified’.

Green Coffee. untuk kopi green bean jenis Robusta, Arabica
ataupun lainnya, dengan metode pengolahan kering (dry)/Oost-
Indische Bereiding (OIB) ataupun basah (wel)/ West-Indische
Bereiding (WIB).

Soluble Coffee: untuk kopi instan yang diproduksi dengan proses
spray-dried atau freeze-fried.

16 Tanggal, tempat, dan tanda tangan pejabat yang berwenang
menandatangani SKA, serta stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit
SKA.

17 Informasi tambahan lainnya:

a. Informasi tambahan yang berkaitan dengan kualitas Kopi yang telah
diuraikan dalam SKA tersebut, sesuai dengan ICC Resolution No.
420e tanggal 21 Mei 2004 yang menggunakan sistem nilai cacat
(Defects Value System). Bersifat pilihan/tidak wajib.

b. Informasi tambahan tentang karakteristik spesial dari kopi yang
diekspor. Apabila tersedia, dapat dicantumkan No. Sertifikat Indikasi|
Geografis dari kopi yang diekspor. Bersifat pilihan /tidak wajib.

c. Kode Harmonised System (HS) dari kopi yang diekspor (Pos Tarif 8-
digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017, tentang Penetapan
Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas
Barang Impor). Wajib diisi.

www.peraturan.go.id



71 2019, No.839

BOX

Substansi yang dicantumkan

d. Nilai Freight on Board (FOB) dari kopi yang diekspor. Wajib diisi.

e. Keterangan tambahan lainnya, apabila diperlukan, seperti Nomor
dan tanggal L/C. Bersifat pilihan/tidak wajib.

CERTIFICATE OF ORIGIN TEXTILE PRODUCT

1.1. Negara Tujuan:
Uni Eropa

1.2. Mutu:
Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang
beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M2.

1.3. Ukuran:
210x 297 mm

1.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Kuning muda (lembar asli), untuk Importir.
b. Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
c. Putih (lembar ketiga) untuk Bea & Cukai di negara tujuan
ekspor.
d. Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

1.5. Ketentuan Penerbitan
Digunakan untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil yang
termasuk didalam cakupan Persetujuan Bilateral Tekstil
Indonesia - UE, baik yang sudah dikenakan kuota atau
belum dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal
barang GSP-UE yang ditujukan ke negara-negara anggota UE.
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1.6. Bentuk
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1.7. Tata Cara Pengisian

Kolom Substansi yang Dicantumkan
(“Box")

1 Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir

2 Nomor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode
Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA

3 Tahun Kuota

4 Nomor Kategori

5 Nama, alamat lengkap dan negara Importir

6 INDONESIA

7 Negara tujuan (di UE)

8 Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang
dipergunakan

9 Catatan Pejabat Instansi Penerbit

10 Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian
barang secara jelas

11 Berat bersih dalam Kgs atau jumlah dalam satuan lainnya

12 Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan

13 Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat
yang berwenang
menandatangani dan stempel khusus SKA dari Instansi
Penerbit

14 Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.
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4. CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN (ANEXO III}

4.1. Negara Tujuan:
Meksiko

4.2. Mutu:
Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya
tidak kurang dari 25Gram/M2.

4.3. Ukuran:
210 X 297 mm

4.4. Wamna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
a. Putih (lembar asli), untuk Importir.
b. Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
c. Putih (lembar ketiga), untuk Eksportir.

4.5. Ketentuan Penerbitan

Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi dan
alas kaki yang ditujukan ke Meksiko.
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4.7. Tata Cara Pengisian

Kolom
(*Box”)

Substansi yang dicantumkan

Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir

2 Nama, alamat lengkap (termasuk kota dan negara)

Produsen yang melakukan proses produksi terakhir :

- Apabila produsen lebih dari satu, agar dilampirkan
daftar produsen lainnya dengan menyebutkan data
masing-masing dan barang vang diproduksinya.

- Apabila barang impor itu merupakan barang pasangan
atau satuan harus disebutkan dalam kolom ini “Lihat
Pernyataan Tambahan”

- Apabila nama dan alamat dirahasiakan, kolom ini diisi
dengan kata “hanya dapat disampaikan atas permintaan

3 Nama, alamat lengkap kota dan negara Importir.
Klasifikasi barang/nomor HS (enam angka) sesuai dengan
jenis barang vang disebutkan dalam kolom 5.
5 - Jumlah dan jenis

kemasan.
- Uraian jenis barang

secara jelas.

Dalam hal barang yang diekspor ada kandungan
impornya, maka pengisian kolom ini agar ditambah
dengan wuraian jenis komponen/bahan baku yang
diimpor serta HS komponen tersebut

6 Nomor dan tanggal faktur (Invoice).

7 Kriteria/ketentuan asal barang,.

A = Jika barang yang diekspor diproduksi atau
diperoleh secara utuh/sepenuhnya dari negara
pengekspor

B = Jika barang yang diekspor menggunakan bahan
baku dari dalam negeri (Indonesia).

C = Jika bahan baku yang berasal dari impor yang
digunakan dalam proses produksi barang ekspor
mengalami perubahan klasifikasi (HS).

D = Jika tidak termasuk kriteria A, B dan C, maka dilihat
bahan baku yang digunakan dan mengalami proses
produksi yang cukup dan yang mengalami
perubahan klasifikasi (HS).

E = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat
bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap
barang ekspor tersebut.

www.peraturan.go.id



7 2019, No.839

F = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat
bahan baku yang mempunyai pengaruh besar
terhadap penetapan klasifikasi barang ekspor
tersebut.

8 Negara asal barang.
9 Nama, tanda tangan eksportir atau produsen.
10 Nama dan tanda tangan Importir.

11

Nama dan tanda tangan Pejabat Instansi Penerbit serta
stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA, sesuai
dengan yang disampaikan kepada Pemerintah Meksiko.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ENGGARTIASTO LUKITA
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